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Abstract
Corruption needs to be prevented and tackled not only because of its foul, but
also economically cause financial losses to the state and is a violation of the
rights of the social and economic community. The results showed that the
number of corruption is still increase caused by factors such as lack of
understanding of the law enforcement officers on duties and responsibilities,
lack of morality of apparatus, as well as the lack of a functioning supervisory
institutions. In completing a corruption case, should be implemented
sincerely, careful meticulous in making the concept of charges and match
with the formulation of the offense and the principles of the criminal, before
the case was transferred to the court. It should also improve the quality and
improve the mental attitude of law enforcement officers, because of the
integrity are critical in law enforcement.
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Abstrak
Tindak pidana korupsi perlu dicegah dan ditanggulangi bukan saja karena
sifat ketercelaannya, tetapi juga karena secara ekonomis menimbulkan
kerugian terhadap keuangan negara dan merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa
meningkatnya jumlah kasus korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, di
antaranya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang
tugas dan tanggung jawabnya, rendahnya faktor moral aparat, serta kurang
berfungsinya lembaga pengawasan. Dalam menyelesaikan suatu perkara
korupsi, hendaknya dilaksanakan secara sunguh-sungguh, hati-hati teliti
dalam membuat konsep dakwaan dan mencocokan dengan rumusan delik dan
asas-asas pidana, sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilna. Perlu
pula meningkatkan kualitas dan memperbaiki sikap mental aparat penegak
hukum, karena faktor integritas sangat menentukan dalam penegakan hukum.
Kata Kunci: hukum, kejaksaan, korupsi, moralitas aparat.
2Pendahuluan
Dewasa ini, penyelewengan uang negara yang dilakukan baik oleh
pejabat Negara maupun yang bukan pejabat Negara terus meningkat
meskipun era reformasi telah digulirkan. Korupsi baik pada masa kini
maupun pada masa yang akan data tetap merupakan ancaman serius yang
dapat membahayakan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan
khususnya bagi bangsa Indonesia sehingga korupsi sudah seharusnya
merupakan kejahatan terhadap kesejateraan bangsa dan negara.
Dalam kerangka dan ruang lingkup reformasi yang telah berlangsung
di Negara ini, orang makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai
sarana pengayoman (social defence) dalam mengatur kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik dan
ekonomi. Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalai fungsi hukum
sebagai sarana pengendalian sosial (social control), perubahan sosial (social
engineering) dan hukum sebagai sarana integratif.1 Bagi bangsa Indonesia
secara konstitusional, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakan
kehidupan yang demokratis, menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial
dan menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan.
Tuntunan masyarakat untuk memberantas korupsi merupakan cermin
masalah penegakan hukum di negeri ini, sebab korupsi merupakan bentuk
perbuatan melanggar hukum yang merugikan negara dan masyarakat.
Korupsi yang timbul dimana-mana merupakan petunjuk kelemahan fungsi
hukum sebagai sarana pengendalian, sarana perubahan dan sarana intergratif.
Upaya keras untuk memberantas terjadinya korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) baik dalam bidang pemerintahan umum dan pembangunan
kenyataannya belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan sungguh-
sungguh oleh pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dalam
penerapkan dan penegakan hukum. Begitu pula halnya dengan munculnya
intervensi dan pengaruh dari pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan,
justru semakin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
demi mewujudkan pemerintahan yang baik.
Permasalahan korupsi dan membedah masalahnya merupakan
sesuatu yang sangat urgen, sebab kasus korupsi hampir selalu berhubungan
dengan kekuasaan dan jabatan serta orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Selain itu, praktek korupsi biasanya juga dilakukan dalam bentuk rekayasa
yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum dan bahkan terdapat manipulasi
1 Sajipto Raharjo, Hukum Dan Perubahan Sosial. (Bandung: Alumni, 1983), hal. 127-146
3hokum. Hal seperti ini berhubungan pula dengan asas-asas pemerintahan
tertentu, hingga dapat mempengaruhi kredibilitas dan kapabilitas
pemerintahan tersebut.
Bangsa Indonesia saat ini tengah dilanda krisis kepercayaan dalam
tiap segmen kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang sosial,
politik, ekonomi, perdagangan, keuangan dan industry. Krisis kepercayaan
terjadi terhadap lembaga perekonomian, lembaga pemerintahan baik
lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, lembaga keuangan, bank dan non
bank maupun lembaga kepartaian, hal ini terjadi disebabkan karena belum
dapat diciptakan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta
menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan
uang, penerimaan, uang sogok dan sebagainya.2 Syed Husein Alatas
sebagimana dikutip Martiman Prodjoamidjojo menjelaskan empat tipe
korupsi dalam prakteknya memiliki ciri (1) selalu melibatkan lebih dari satu
orang, (2) pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan, (3) melibatkan
elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dan (4) dengan berbagai
macam akal berlindumg dibalik pembenaran hukum.3
Rumusan materi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sebagai upaya preventif
dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin sulit
dicegah dan diberantas. Untuk kasus-kasus korupsi yang sulit dibuktikan,
maka sesuai ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999,
maka regulasi tersebut memungkinkan untuk dapat dibentuk Tim Gabungan
yang dikoordinir Jaksa Agung yang mempunyai tugas dan wewenang
melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun,
berdasarkan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Agung, maka
wewenang tersebut tidak lagi menjadi otorisasi Jaksa Agung. Saat ini sudah
ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas dan wewenang
sangat luas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindakan korupsi,
akan tetapi, saat ini belum terlihat hasilnya secara maksimal.
Meskipun kejaksaan tidak disebutkan secara khusus sebagai penyidik
dan penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi t dalam
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
2 Wjs Purwadarminta, Kamus Umun Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal.
268
3 Martiman Prodjoamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.
31 Tahun 1999). (Bandung: CV. Mandar Madju, 2001), hal 12.
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ayat (2), maka Kejaksaan tetap dapat menyidik dan melakukan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi.
Dalam wacana teoritis dan praktis, peraturan perundangan tersebut
mempunyai fungsi sebagai instrument (alat/sarana) dalam upaya penegakan
hukum. Hal ini menunjukan bahwa alat/sarana atau instrument untuk
mencegah, menanggulangi, dan menindak tindak pidana korupsi sudah
tersedia. Desakan untuk memberantas korupsi sudah bergema, akan tetapi
kenyataannya penyelesaian tindak pidana korupsi terutama yang menarik
perhatian publik hasilnya belum memuaskan. Kinerja kejaksaan dalam
penegakan hukum tindak pidana korupsi dinilai oleh masyarakat belumlah
optimal dan maksimal sebagaimana tuntutan masyarakat. Berdasarkan hal
tersebut, tulisan ini diarahkan untuk mengkaji upaya-upaya yang telah
dilakukan oleh Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi
dan faktor-faktor kendala yang mempengaruhi penegakan hukum tindak
pidana korupsi belum optimal?
Tinjauan Tentang Penegakan Hukum
Penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka adalah:
“Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir
untu menciptakan (sebagai ”social engineering”), memelihara dan
mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan
hidup”. 4
Sistem penegakan hukum (yang baik) dengan demikian terkait erat
dengan keserasian antara kaidah dengan perilaku nyata. Dalam kehidupanya,
manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu tentang
yang baik dan yang buruk. Pandangan tersebut terwujud dalam nilai-nilai
yang dianutnya. Dalam penegakan hokum, nilai-nilai tersebut haruslah serasi
dan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut
perlu penjabaran lebih konkret, oleh sebab sifat nilai biasanya masih bersifat
abstrak. Sementara itu, penjabaran secara lebih konkret terdapat dalam
4 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum. (Jakarta: Bina Cipta, 1983)), hal. 2
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diperbolehkan. Kaidah-kaidah hukum tersebut lalu dijadikan pedoman bagi
perilaku, sikap, dan tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya.
Perilaku, sikap, dan tindakan tersebut sesungguhnya bertujuan untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan stabilitas dan kedamaian di
tengah-tengah masyarakat.
Di Indonesia, penegakan hukum (law enforcement) adalah istilah
yang tidak asing lagi di masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan
masalah penerapan hukum (acara) pidana. Tidak heran jika penegakan
hukum di Indonesia masih nampak samar-samar. Disamping itu, penegakan
hukum juga bermakna penerapan hukum (acara) pidana dalam penyelesaian
kasus-kasus pidana. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai bagian
dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) meniscayakan satu
kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar
hukum pidana. Hal ini berarti bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum
tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan
dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan,
penuntutatn dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga
pemasyarakatan.5
Penegakan hukum sebagai suatu proses, sesungguhnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan putusan yang tidak secara
ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mengandung unsur penilaian
pribadi. Atas dasar itulah dapat dipahami bahwa gangguan terhadap
penegakan hukum mungkin saja terjadi, apabila ada ketidakserasian nilai,
kaidah dan pola perilaku. Hal tersebut terjadi karena ketidakserasian antara
nilai-nilai yang dipegang teguh dengan pola perilaku tidak terarah yang
mengganggu.
Ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial (social order), fungsi
penegakan hukum adalah sebagai berikut:
1. The actual enforcement law yang meliputi tindakan penyelidikan
(investigation), penangkapan (arrest), penahanan (detention),
persidangan pengadilan (trial) dan pemidanaan (punishment),
pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana
(correcting the behavior of individual offender);
5 Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks
Penegakan Hukum di Indonesia. (Bandung: Alumni, 1982), hal. 69-70.
62. Efek “prefensif” (preventive effect) yang berfungsi “mencegah”
orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Maka,
kehadiran keberadaan aparat penegak hukum dianggap
mengandung preventive effect yang memiliki “daya cegah”
(different effort) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.6
Sebagai suatu proses yang bersifat sistematik, maka penegakkan
hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal
law application) yang melibatkan berbagai subsistem structural, yaitu aparat
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan termasuk lembaga
penasehat hukum. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana harus
dipandang dari 3 dimensi.
Dimensi pertama penerapan hukum pidana dipandang dari sistem
normative (normative system), yakni penerapan keseluruhan aturan hukum
yang manggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana.
Dimensi kedua, penerapan hukum hukum pidana dipandang sebagai sistem
administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antar pelbagai
aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas.
Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social
system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan dan mereaksiakan tindak
pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada di
dalam masyarakat.7
Sebagai suatu konsep, maka penegakan hukum pidana diarahkan
untuk menghindari pelbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada di
belakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan negara,
kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. Ini yang dinamakan
konsep penegak hukum yang bersifat total (total enforcement). Walaupun
penegakan hukum pidana dalam penggulangan kejahatan bukan merupakan
satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan
karena pada bidang penegakkan hukum inilah dipertaruhklan makna dari
“Negara Berdasarkan Asas Hukum”.
Masalah yang paling urgen dan mendasar dalam penegakan hukum
sesungguhnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya,
diantaranya adalah; (a) faktor undang-undang (hukum), (b) faktor penegak
6 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002), hal. 90.
7 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2002), hal. 40
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kebudayaan.8 Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan
yang lainnya, mengingat bahwa kelimanya merupakan esensi dari penegakan
hukum serta merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum di
Indonesia. Keberadaan faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi
penegakan hukum secara positif dan negatif. Namun, dari keseluruhan faktor
tersebut, faktor penegak hukum menjadi titik fokus dan sentral. Hal ini
disebabkan oleh karena penerapan undang-undang atau peraturan dibawah
tanggung jawab penegak hukum, sementara para penegak hukum tersebut
oleh masyarakat dianggap sebagai panutan hukum.
Pengertian Kejaksaan dan Jaksa
Berbagai pengertian tentang kejaksaan dikemukakan. Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa
Kejaksaan Republik Indonesia adalah alat negara penegak hukum yang
terutama bertugas sebagai penuntut umum. Sedangkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1991 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa kejaksaan adalah
lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara bidang
penuntutan. Sementara Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa kejaksaan adalah
satu dan tidak terpisah-pisahkan.
Dari definisi undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa
kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan
negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang penuntutan, baik
dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan, kejaksaan memiliki
satu landasan hukum yang bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan
di bidang penuntutan yang menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja.
Sementara itu, istilah jaksa menurut R. Tresna berasal dari India. Di
Indonesia, gelar tersebut berlaku sebelum pengaruh hukum Hindu masuk di
Indonesia.9 Di sisi lain, menurut Saherodji, jaksa berasal dari bahasa
Sansekerta yang berarti pengawas (superintendant) atau pengontrol yaitu
8 Soejono Soekanto, Opcit. hal. 5.
9 Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum dan Stabilitas Politik. (Jakarta: Sinar
Grafik, 1994), hal. 41.
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keputusan Jaksa Agung RI Tahun 1978, sebagaimana dikutip olehg Ilham
Gunawan, pengertian Jaksa ialah berasal dari kata Seloka Satya Adhy
Wicaksana yang merupakan trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa
dan cita-cita setiap warga Adhyaksa. “Satya” mengandung arti kesetiaan
yang bersumber pada kejujuran. “Adhy” berarti kesempurnaan dalam
bertugas dan yang berunsur utama memiliki tanggung jawab sedangkan
“Wicaksana” mengandung makna bijaksana dalam tutur dan tingkah laku.11
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 khususnya pada Pasal 1 butir
1, menyatakan bahwa pengertian jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang
oleh Undang-Undang yang bertindak sebagai penuntut umum serta
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap. Dari beberapa pengertian jaksa tersebut diatas, jelas bahwa sejak
dahulu sampai sekarang jaksa merupakan jabatan yang mempunyai
kewenangan luas dan fungsinya senantiasa dikaitkan dengan bidang
yudikatif.
Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan terdiri dari Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan dipimpin oleh
Jaksa Agung yang mengendalikan tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam
pelaksaan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil
Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
Tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 pasal 27 ditetapkan bahwa:
1. Di bidang Pidana keputusan kejaksaan mempunyai wewenang
melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan
putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
serta melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan
pemeriksaan tambahan.
2. Di bidang Perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan
atas nama negara dan pemerintahan.
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan seperti upaya peningkatan kesadaran
hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum,
dengan cara penyuluhan dan penerangan hukum serta melakukan
10 Ibid, hal. 42
11 Ibid, hal. 43
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yustisial kejaksaan.12
Di samping itu, berdasarkan pasal 284 ayat (2) KUHAP, jaksa diberi
wewenang melakukan penyidikan di bidang tindak pidana khusus yang besar
maupun yang biasa sebagaimana diatur dalam hukum acara khusus seperti
dalam tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana
subversi. Beberapa Undang-Undang tersebut dilengkapi dengan hukum acara
pidana khusus yang merupakan penyesuaian sebagaimana yang diatur dalam
KUHAP.13
Tindak Pidana Korupsi
Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus
selanjutnya, disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata corrumpe, yaitu
bahasa Latin kuno. Dari bahasa Latin inilah diterjemahkan dalam bahasa
Eropa, seperti Inggris menjadi corruption, corrupt; dalam bahasa Perancis
menjadi corruption; dan dalam bahasa Belanda menjadi corruptive
(korruptie).14 Dalam Eksiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi
berasal dari kata corruption yang bermakna penyuapan, dan corrumpore
yang artinya merusak. Korupsi dengan demikian merupakan gejala dimana
para pejabat dalam badan-badan pemerintahan menyalahgunakan
wewenangnya sehingga terjadi penyuapan, pemalsuan, dan hal-hal yang
tidak baik lainnya.15 Secara harfiah, kata korupsi bisa berarti kejahatan,
kebususkan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran,
perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan
sebagainya; perbuatan yang kenyataannya dapat menimbulkan keadaan yang
bersifat buruk.16
Dengan demikian, maka pengertian korupsi demikian luas dan
diperkuat pula dengan banyaknya masalah yang timbul akibat tindakan
tersebut dan berakibat pada rendahnya moralitas sosial masyarakat.
Masyarakatlah yang merasakan hidup yang sengsara akibat terjadinya pungli
12 UU Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 27
13 Srachman & Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 32.
14 Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 4
15Ensiklopedia Indonesia. Jilid 4. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsavier Publishing
project, 1983), hal. 1876.
16 S. Wojowasito, W.J.S Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, (Bandung:
Hosta, 1980), hal. 33 dan 150.
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(pungutan liar), manipulasi, uang sogok, penekanan dan intimidasi yang
menunjukan karakteristik perbuatan korupsi. Kondisi tersebut sudah
demikian parah yang telah menggejala dan menjalar ke seluruh sendi-sendi
kehidupan masyarakat.
Dalam rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai
dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksudkan dengan
pelaku ialah “setiap orang”, yang berarti orang perseorangan atau korporasi.
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pelaku itu
dirumuskan sebagai “barang siapa”, yakni siapa saja atau orang perseorangan
saja. Dengan demikian penjelasan tentang pelaku dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 lebih luas dari pengertian dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang
dimaksud dengan pelaku tindak pidana korupsi diperluas lagi yang meliputi
penyelenggara negara, pemborong, ahli bangunan, orang yang menjalankan
jabatan umum terus menerus atau sementara waktu, hakim atau advokat.
Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999).
Seseorang melakukan korupsi biasanya dipengaruhi oleh beberapa
faktor, diantaranya faktor individu pelaku korupsi. Apabila dilihat dari segi
pelaku korupsi penyebab perbuatan korupsi dapat berupa dorongan dari
dalam dirinya, dengan kata lain adalah sebuah keinginan, niat, atau kesadaran
untuk melakukan tindakan korupsi. Secara internal, penyebab seseorang
melakukan tindakan korupsi antara lain adalah sifat tamak/rakus, moral yang
kurang kuat dalam menghadapi godaan, penghasilan yang kurang mencukupi
kebutuhan hidup dasar dan wajar, kebutuhan hidup yang terus mendesak,
gaya hidup yang konsumtif, serta kurangnya penerapan ajaran agama.
Disamping faktor yang bersifat individu, faktor penyebab korupsi juga bisa
berasal dari lingkungan, organisasi, dan masyarakat di mana individu
tersebut tinggal.
Upaya Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI
dalam upaya pemberantasan korupsi. Diantara upaya-upaya tersebut adalah
11
dilaksanakannya Sidak (Inspeksi Mendadak) yang dilakukan pertama kali
oleh Jaksa Agung Ismail Saleh, SH pada tahun 1981. Sidak ini sebelumnya
jarang dilakukan, sehingga sidak yang dilakukan oleh Jaksa Agung tersebut
menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai pihak. Upaya lain yang
dilakukan dalam bentuk Operasi Meja Bersih (Clean Desk Operation), yang
diarakkan kepada tegaknya disiplin dan waktu kerja yang tinggi serta sistem
kerja yang efektif dan efisien dilingkungan masing-masing agar dengan
demikian dapat diperoleh cukup jaminan terselenggaranya hasil tugas yang
tepat, cepat dan cermat diseluruh jajaran kejaksaan. Menurut pemikiran Jaksa
Agung pada waktu itu, operasi meja bersih tersebut juga memiliki makna
simbolis yaitu semua aparat penegak hukum harus mempunyai kebersihan
lahir batin. Dalam keadaan citra yang bersih seperti itu, mereka melihat
sesuatunya secara jernih dan kemudian berani bertindak tegas dan bijaksana.
Tidak ada lagi ketakutan, kedenkian atau tidak percaya diri, sehingga hal itu
membuka jalan terbentuknya pemerintah yang bersih.17
Selain itu, Jaksa Agung pada waktu dijabat oleh Ali Said, SH juga
pernah memimpin Operasi 902 yang diarahkan untukmelakukan
pemberantasan penyelundupan yang pada hakekatnya adalah salah satu
bentuk korupsi. Upaya lain yang lebih strategis dilakukan pada tanggal 8
april 1983, pada waktu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana khusus
Jaksa Agung Muda tersebut bertugas untuk menangani kasus-kasus Tindak
Pidana Korupsi. Sebelumnya kasus korupsi tidak ditangani secara tersendiri.
Pada tahun 1989 Jaksa Agung RI, Sukarton Marmosoedjono,
mempunyai gagasan untuk menayangkan di TVRI para buronan, tersangka,
terdakwa dan terpidana korupsi, foto wajah dan diri para koruptor serta
jumlah kerugian negara yang telah dikorupsi disebarluaskan melalui media
elektronik tersebut ke seluruh pelosok Indonesia. Tujuan dari penayangan
koruptor tersebut adalah agar para koruptor beserta kelurganya merasa malu
karena perbuatan korupsi diketahui semua orang. Hal ini dimaksudkan agar
semua orang yang berniat melakukan korupsi mengurungkan niatnya, atau
orang yang selama ini melakukan korupsi tetapi belum ditinadak, berhenti
melakukan korupsi karena keluarganya akan ikut mennggung malu. Akan
tetapi penayangan tersebut tidak ada sampai saat ini.
Pada tanggal 20 April 2000 Jaksa Agung Marzuki Darusman telah
mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi
17 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan korupsi Nasional.
(Jakarta: BPKP, 1999), hal. 345
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(TGPK) dengan ketuanya mantan Hakim Agung Andi Andojo Soedjipto.
Tim ini dimaksudkan untuk memberdayakan kemampuan penegakan hukum
dan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi setiap upaya
yang hendak menghambat proses penyelesaian hukum terhadap pelaku
tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pelaksananya mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi
tersebut sebenarnya bersifat Ad Hoc dengan tujuan untuk membentuk tim
yang bersifat insidentil dalam menangani kasus perkara korupsi yang sulit
pembuktiannya. Tim ini tidak dimaksudkan sebagai lembaga baru seperti
yang telah dilakukan oleh kejaksaan. Oleh karena alasan tersebut maka
berdasarka putusan Judicial Review Mahkama Agung Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku sehingga keberadaan
lembaga TGPK telah berakhir.
Saat ini, tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar
biasa (extra ordinary crime) dan penindakan hukum terhadap para pelaku
korupsi dinilai masih sangat lamban. Oleh sebab itu, maka berdasarkan Pasal
43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibentuklah lembaga baru yang
bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam pelaksanaan
tugas dan wewenangnya bersifat independen. Independensi KPK disebutkan
dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta
dapat mengambil alih penanganan perkara korupsi dari kepolisian dan
kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Namun perlu dijelaskan bahwa kehadiran KPK tidak menghapus
tugas dan kewenangan aparat penegak hukum yang ada (kepolisian dan
kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus korupsi tetapi justru untuk
mendorong kinerja aparat penegak hukum tersebut dalam meningkatkan
penanganan perkara-perkara korupsi. KPK hanya akan bertindak untuk
mengambil alih penanganan perkara-perkara korupsi dari Kepolisian dan
Kejaksaan apabila ada indikasi kelambanan atau telah terjadi kolusi dalam
penanganan kasus korupsi tersebut. Oleh sebab itu, peraturan kewenangan
penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak terjadi
tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi dimaksud. Hal ini
merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, pada Pasal 50 sebagai berikut:
1. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi
Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan
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perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau
kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahu kepada komisi
pemberantasan korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak
tanggal dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi
secara terus menerus dangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan
penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian atau
kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyididkan.
4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian
dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.
Sementara itu, Kejaksaan Agung telah 30 tahun lebih menggeluti
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sehingga sumber daya
yang dimilikinya banyak yang sudah tersedia. Dalam hal penuntutan,
Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum, adalah pihak yang melaksanakan
penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sehingga alur kerja dari
penyelidikan ke penuntutan dapat lebih mulus dan sumber daya yang dimiliki
menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.
Dalam upaya penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Agung
dalam makalahnya yang berjudul “Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan
Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” yang disampaikan
dalam seminar tentang Aspek Pidana Pada Kebijakan Publik Dalam Tindak
Pidana Korupsi,18 menyatakan bahwa kekuatan dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi terkait dengan masalah sistem, SDM,
organisasi, sarana dan prasarana organisasi serta kekuatan sosial dalam
masyarakat yang mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kekuatan penegakan hukum juga ditentukan pula dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum dan
mendukung penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.
18 Jaksa Agung RI, Kekuatan, Kelemahan, Kendala dan Peluang Penegakan hukum Dalam
Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Aspek
Pidana Pada Kebijakan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi, di Universitas Diponegoro,
Semarang
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Khusus kejaksaan, peluang keberhasilan penegakan hukum dalam
pemberamtasan tindak pidana korupsi diimplementasikan dengan melakukan
langkah-langkah strategi penanganan perkara korupsi yaitu19 dengan
membuka kotak pos 777 yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Negeri di seluruh Indonesia guna mewadahi laporan informasi/pengaduan
pratek KKN yang terjadi. Membudayakan pola kerja cepat, tepat dan tuntas
dalam penangana tindak pidana korupsi dalam arti tidak berlarut-larut,
kemudian tepat sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai
yang ada di dalam masyarakat, dan tuntas yaitu mampu menyelesaikan suatu
pekerjaan atau masalah denga tanpa menimbulkan permasalahan baru.
Di samping kejaksaan juga mengadakan lokakarya,
ceramah/pembekalan kebijakan pemberantasan korupsi diberbagai intansi
antara lain Dirjen Pajak, Depdagri, Depkop, BPKP, berbagai perguruan
tinggi dan Pusdiklat Kejaksaan RI, dengan harapan agar kebijakanyang telah
dilakukan kejaksaan dalam pemebrantasan korupsi, dapat dipahami dan
ditransformasi lebih lanjut pada segenap jajaran/komunitas masing-masing
instansi dengan tujuan gerakan memberantas korupsi secara nasional dapat
lebih membudaya.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana
Korupsi
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung berkaitan
erat dengan tindak pidana korupsi pada prakteknya menghadapi berbagai
kendala/hambatan terutama dalam dalam optimalisasi pemberantasan
korupsi. Hal ini disebabkan antara lain oleh:
a. Kompleksitas kasus korupsi, hal ini memerlukan penanganan yang
kordinatif tetapi pada kenyatannya apabila dikoordinasikan dengan
pimpinan dari pihak yangdiperiksa, pimpinan yang bersangkutan
tidak rela jika unit kerjaannya di periksa.
b. Kendala waktu, terjadinya korupsi umumnya sudah lama sehingga
sulit pembuktiannya. Ada kemungkinan pula bukti sudah
dimusnahkan. Hal ini akan menyulitkan penyidik untuk mencari bukti
19 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus. Aplikasi Pemberantasan Korupsi Pada Era
Reformasi, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999), hal. 55-64.
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serta saksi. Jadi apabila kasus korupsi dapat diketemukan secara dini
akan sangat membantu dalam penaganannya.
c. Intensitas pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang
terbatas. Volume serta intensitas pengawasan baik oleh satuan-satuan
pengawasan intern maupun pengawasan ekstern di pusat maupun di
daerah-daerah selama ini kurang memberikan masukan aparat
penyidik perkara korupsi, sehingga kurang memberikan konstribusi
yang signifikan jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap.
d. Merebaknya ksasus korupsi melalui kebijakan publik. Modus
operandi yang paling tinggi dari tindak pidana korupsi saat ini adalah
lewat kebijakan publik, baik yang dikeluarkan oleh lembaga
legislatif, lembaga eksekutif maupun lembaga-lembaga pembuat
keputusan yang ada di BUMN/BUMD, dan lembaga perbankan. 20
Selain itu, faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana
korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung di Indonesia antara lain
adalah:
1. Pemberian ijin dari Presiden Republik Indonesia, jika pelaku adalah
para eksekutif atau legislatif.
2. Pemberian izin dari Gubernur Bank Indonesia dalam masalah
keuangan pembukaan rekening.
3. Sarana dan prasarana.
Dalam praktek penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana
korupsi yang melibatkan proses pembuatan kebijakan publik yang diajukan
oleh Kejaksaan ke Pengadilan selama ini disikapi secara beragam oleh
hakim. Ada yang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (PU) dan
menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Namun demikian, tidak sedikit
pula sikap hakim yang tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dan
akhirnya membebaskan terdakwa.
Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan masalah
kebijakan saat ini telah digelar di Pengadilan di berbagai wilayah di
Indonesia yang melibatkan pejabat legislatif (Pimpinan dan Anggota
DPR/DPRD), pejabat eksekutif
(Gubernur/Sekda/Walikota/Bupati/BUMN/Perbankan). Dari kasus-kasus
yang menyangkut kebijakan publik yang telah dilimpahkan ke Pengadilan
20 Jaksa Agung. Op. Cit., hal. 18
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selam ini, sebagian sudah ada yang diputus pengadilan dan sudah
berkekuatan hukum tetap, ada yang masih dalam proses upaya hukum
(Banding Kasas/PK) tetapi sebagian telah dibebaskan oleh hakim.
Faktor organisasi profesi hukum juga menjadi kendala dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi karena organisasi profesi hukum baik
dari kalangan praktisi maupun akademis yang ada selama ini belum
menunjukan kegiatan-kegiatan yang dapat mensuport kegiatan
pemberantasan tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan
sebuah organisasi profesi yang dapat diandalakan dalam pembangunan dan
penegakan hukum. Diantara organisasi-organisasi profesi hukum yang ada
(Persahi, Ikahi, organisasi pengacara) selama ini belum melaksanakan etika
profesi sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun
internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan
kepentingan pribadi dari pada etika profesi.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya koordinasi antar
sesama aparat penegak hukum dalam sitem peradilan pidan terpadu
(Integrated Criminal Justice System) masih belum visi, interpretasi dan
presepsi dalam keterpaduan tugas penegak hukum. Begitu pula mengenai
koordinasi penanganan kasus berindikasi korupsi, acapkali kurang transparan
sehingga kurang mendudkung dalam pengungkapan kasus korupsi. Faktor
kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, ini terlihat dari
masih adanya anggota masyarakat yang enggan atau takut melaporkan
adanya kasus-kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut.
Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala sebagaimana tersebut
diatas selama ini masih menjadi faktor penghambat kelancaran dan
keberhasilan penanganan kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan
penegakan hukum menjadi lemah. Hai ini perlu dicarikan solusi agar tidak
berlarut-larut sehingga mengganggu akuntabilitas kinerja aparat penegak
hukum. Apabila kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang ada
diminimanisir dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan serta peluang yang
ada, maka jajaran aparat penegak hukum akan semakin dapat mewujudkan
eksistensi sebagai aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya.
Pada dasarnya, keberhasilan penegakan hukum dalam upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi pula oleh faktor kejujuran,
kecakapan serta integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum (Polisi,
Jaksa, Hakim). Keberhasilan tersebut juga berhubungan erat dengan political
will pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat sebagai potensi utama
dalam ikut serta secara aktif memerangi perilaku korupsi.
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Kesimpulan
Ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan
oleh kejaksanaan disamping Komisi Pemberantasan Korupsi telah
melakukan upaya maksimal secara represif untuk menegakkan hukum
dengan menuntut para pelaku tindak pidana korupsi ke Pengadilan. Namun
hasilnya dirasakan belum optimal sesuai tuntutan masyarakat, hal ini
disebabkan karena dalam upaya penegakan hukum menghadapi berbagai
kendala yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum penanggulangan
tindak pidana korupsi.
Berbagai kendala yang menjadi faktor penegakan hukum tindak
pidana korupsi terkait dengan masalah penerapan undang-undang, faktor
aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta peran serta masyarakat.
Diantara faktor-faktor tersebut, faktor aparat penegak hukum (jaksa)
memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Namun demikian,
kendalanya adalah diperhadapkan pada kualitas dan integritas para penegak
hukum (kejaksaan) yang masih rendah. Hal inilah yang mengakibatkan
penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selama ini belum
memuaskan sebagaimana yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat.
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